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A. Abstrak
Memasuki paruh dekade keenam usia kemerdekaan bangsa Indonesia

hingga di penghujung tahun 2012, bangsa ini belum berhasil “
menuntaskan formulasi tentang satu sistem pendidikan nasional yang ‘ |
disepakati secara permanen oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. ‘
Indikator tersebut dapat dilihat dari belum adanya konsensus yang H |
permanen tentang formulasi sistem pendidikan nasional yang secara ‘

fenomenal dapat dibaca dari munculnya sikap pro dan kontra yang |

sangat luas menjelang disahkannya Undang-Undang Republik |

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (i
Persoalan tersebut jika dilacak lebih jauh akan sampai pada akar |
persoalan, yaitu belum stabilnya bangunan sistem politik nasional

(floating state) yang menjadi payung bagi sistem pendidikan nasional. |Il |||I'

T Nasiwan adalah staf pengajar pada Fakultas llmu Sosial dan Ekonomi {FISE), Universitas Negeri Yogyakarta I

' 166 | TaaT wutanpap
] |
JEMPERKUAT INDONESIA BARU MELALUI PERDIDIKAN POLITIK] 167 ‘ I



Dilihat dari if politi
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negaraan adalah merupakan produk da
snstfem politik. Dalam konteks keterkaitan
]nz]i),siml?a] dengan sistem politik Indonesig ya
e ih jauh adalah sistem pendidikan na,si

g konsepsi gintom
amnya Pendidikan Kewnipgu
r1 kebijakan politik dari ST
antara sistem pendidily
ng menarik dipertanynkuy
onal di Indonesia tergal|

wewenang untuk mengaiar:
G gajari kepada raky. ;
menjad : = atnya (yan ih saf
Jadi proses hegomonisasi) nilai-nilaj — Prinsipg)ﬁfqill)e}lzihh‘;u "
sip kehidupan

negara Indonesia melaly|

3 11 )
terwajudnya konsolidasi demokrasi di lndolizitgkah ratesls TH

Prospek P "
nya pend?dikai)leni}il'ian politik akan sangat dipengaruhi oleh hadir.
memiliki buds p 1_1’ yang mampu melahirkan warga negara

a5 politik baru, gagasan inovatif, memiliki siiap l:::riﬁ
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B. Pendahuluan

“ Negara (nation) yang bernama Indonesia dalam banyak hal,
hadir dalam wajahnya sebagai komunitas yang terbayang, proses
menjadi (becoming) yang belum selesai™

Mencermati sejarah pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia yang
ada di persekolahan khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) maupun yang dilakukan oleh partai politik,
baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun pemerintahan Orde
Baru sepanjang hampir 40 tahun, proses pendidikan politik memiliki
nasib yang sama yaitu lebih sebagai instrumen kekuasaan. Penga-
Jaman buruk pelaksanaan pendidikan politik yang diperalat menjadi
sekedar instrumen kekuasaan rezim, dalam waktu yang panjang telah
menimbulkan akumulasi dampak negatif yang sangat tragis yaitu:
kegagalan pendidikan politik mencapai tujuannya yang sangat mulia
untuk melahirkan warga negara yang baik, yang antara lain memiliki
sikap loyal (memberikan support) kepada sistem politik nasional seka-
ligus juga memiliki sikap kritis.

Tidak berjalanya fungsi pendidikan politik oleh berbagai institu-
si politik di Indonesia yang seharusnya menjalankan tugas suci pen-
didikan politik, termasuk di dalamnya partai politik, diyakini serta
secara empiris telah terbukti melahirkan suatu kehidupan partai
yang didera berbagai persoalan serius. Berbagai persoalan pelik yang
mendera kehidupan politik di Indonesia’ mempertegas tentang urgen-
si pendidikan politik, termasuk di dalamnya tentang berbagai pilihan
srategi-model pendidikan politik.*

Jika dicermati perjalanan bangsa Indonesia selama hampir empat
dekade lebih, sikap kritis yang berakar pada adanya kemerdekaan ber-
fikir (liberty) yang menjadi jantung dari demokrasi telah terpenjara.
Pada sisi lain yang lebih dimunculkan adalah sikap loyal yang tidak

? Pemyataan ini diithami pesan dari tesis utama buku Benedict Anderson, Imagined Commmunities, Insist

Press, Yogyakarta, 2001,
3 Lihat, Prisma Vol.28. Juni 2009, hal 87-98, khususnya topik tentang “Partai Politik di Persimpangan Jalan”
kan bahwa berbagai jenis partai politik seperti

Hasil survei yang dilakukan oleh LP3ES antara lain menemu
partai tradisional, partai dengan idealisme petjuangan, partai tipe organik kontinental yang menganggap
masyarakat politik secara keseluruhan sebagai wilayah kerjanya, sudah mulai ditinggalkan masyarakat.

4 Lihat, Kompas 60 Tahun Indonesia Merdeka edisi 16 Agustus tahun 2006, khususnya topik tentang

“Fragmentasi Politik dan Perilaku Parpol’; hal 48.
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didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai tentany
sistem politik nasional., Kondisi kehidupan politi
menekankan loyalitas telah terbukt dengan san
memberikan kontribusj bagi kemandulan kinerja sistem politik oyl
ambruknya® bangunan sistem yang otoriter tersebut yang haruy (|

akhiri oleh gerakan reformasi politik, ¢ sejak Mei 1998 hingga tahun
2009 yang juga belum kunjung selesai. Dalam sistem politik yan £ 0l

riter, pendidikan (politik) tidak lagi berfungsi untuk melakukan penee

rehan pada masyarakat, ia bergeser lehih diposisikan menjadi ingtyy

men pembodohan massal.

Kecenderungan ya ng ada menunjukkan semakin rendahnya ting
kat kepercayaan masyarakat pada berbagai lembaga politik yang meri
pakan bagian dari sistem demokrasi. Indikato
kepercayaan masyarakat pada salah satu lembg
politik, antara lain dapat dilihat pada adanya kecenderungan semakiy
bertambahnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya, Jily
pada Pemilu legislatif tahun 2004 ada 15,03% masyarakat yang mem
punyai hak memilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, padn
Pemilu legislatif 2009 meningkat menjadi 29,04%.’

Kegagalan pendidikan politik termasuk di dalamnya (PKn) dapn
dielaborasi lebih ringi lagi, sebagai akibat dari koop
yang otoriter antara lain dapat diljhat pada berb

k otoriter yang lahily
gat meyakinkan {l

I menurunya tingkul
ga politik, yakni pariul

tasi dan hegemoni reziy
agal fenomena berikut ini;

* Ambruknya bangunan politik Rezim Orde Bary yang dibangun di atas dukungan kekuatan represif milltey,
politik logistik serta hegomoni ideologi pembangunan pada tanggal 20 Mei 1998, dapat memberlkan
konfirmasi serta bukti emperis bahwa dengan terkekangnya kebebasan untuk menyampaikan pemikir
kritis atas keneffa pemeriniah dalam dinamika kehidupan politik di Indonesia telah menyebabkan matliy
mekanisme kontrol yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan atas kinerj

a sistem politik nasional sehingga
tidak sampai terjadi akumulasi kesalahan yang berujung pada timbulnya krisis nasional yang berawal da|
krisis kepercayaan pada rezim,

¢ Gerakan reformasi politik yang dimulai sejak 1998 hingga 2004 untuk menqgganti sistem politik ala Orde By
dengan mesin politik Utamanya militer (ABRI), Partai Golkar dan birokrasi yang berselingkuh dengan para
tehnokat dan Pengusaha dari kalangan konglomerat hitam, nampaknya mulai dipertanyalan oleh rakyal
akan berhasil dengan memuaskan, Indikator keraquan rakyat Indonesia pada reformasi politik sebagai bagli
solusi dari persoalan rumit krisis nasional dapat dibaca pada hasi Pemilu di era reformasi baik pada Pemilu
7 Juni 1999 maupun Pemity 5 April 2004 Partai Golkar meraih dukungan yang besar dari rakyat Indonesly
Bahkan pada Pemily 2004 Partai Golkar mampu keluar sebagai pemenang Pemilu nasional di Indonesia sorty
memenangkannya di J7 Propinsi. Sementara ity partai-partai politik yang mengusung bendera reformay|
kurang mendapatian dukungan yang besar dari masyarakat sehingga tidak memilili mandat yang memaa|
untisk terus melakukan reformasi politik. Hasil Pemily 2009 memberikan bacaan bahwa partai politik yany
menang adalah partai yang dibawah bayang-bayang tokoh mantan militer yakni Partai Demokrat. Sebualy
partai politik yang tidak mengusung panji-panji reformasi, tetapi lebih mengampil Jalan tengah,

Lihat Laporan Kompas tentang “Hasil Rekapitulasi Nasional dan Tingkat Partisipasi Pemily tahun 2000
Kompas edisi 24 Juli 2009,
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1. Rendahnya daya tarik siswa pada mata pellajaran PKn
2' Tidak jelasnya subtansi dan rinclan‘ materi PKn
3. Citra yang doktriner pada pembelajaran PKn
ii i kekuasaan

. Sangat rentan dari intervensi . -
: T?dfk bisa membangkitkan rasa bangsa dan naioydh;n;s .
6. i asih dipertanyakan (debatable) po

keilmuan masih dipertanya :
’ jsecaz:fl Enenj adi payung dari Pendidikan Kewa.rga\negarflar:1 o
;;Ifmeiaﬂsi dosa politik rezim—rezim otoriter yang pernah ada di Indonesia.

7.

Belajar dari kegagalan Pendidikan Kewarganegarz;a_ﬂéﬂas;luagz
Indonesia merdeka, menurut hemat penulis, penhng ;;1;& dll diakulan
kajian yang objektif terhadap pelaksanaan pindldJkdgma e

tuk mene
i i dengan adanya keterbukaan un ne :

?;etaéel mfdel pendidikan politik dari berbagai ideologi bflfaar y;;l;g\
i & ji idak menempatkan )
i i i 1. Kajian tersebut tida n

v dl- du:;iul;llof:;;i diletakan dalam konteks dan keterkaitannya

flamm;u sirtll?ng perk’cmbangan sosial politik nasional serta '}Izelgesciiﬁz

; I 1

i;;glogi dunia. Dengan kerangka pemba]_lasan tersejbut lslp(;ikarie; e

kemungkinan untuk menemukan alternatif formulaSL‘pen : ‘

(I(’:II?H) fang dapat mencapai tujuan terpentingnya, y.:iltll mer;(umblaj nh gkaan
nasionalisme tetapi sekaligus juga tetap mempz];zalltlkan Ee;ﬁ;t;lnalisme

| j t mempengaruhl cora
obal. Hal tersebut juga sanga - ‘
flllatl.l bangsa pada dekade tertentu dan kw;rlﬂayah t;;’[a;;t;;u —
i aknya ma
Untuk konteks Indonesia namp. Al uniuk
ional yang permanen (se

irnya suatu konsensus nasiona ! ( . "

la};’;’:) yang memiliki pijakan kuat pada buday:a 'pohtlk na;mnal f]?tegj
seatan tanpa membunuh sub-sub budaya po!mk lokzd: rl())sgskeﬂo

" i u%ltuk lahirnya budaya politik nasional hingga akhir a al gl
o aknya belum bisa terwujud bahkan setelah reformasl; P -
ntaal:ltllﬁ 1958 yakni setelah runtuhnya rezim Orde B.aru, ada aﬁ?;ecah
rungan sim,pul integrasi nasional nampak .sen%akm ter[lalet; -
dengan berbagai motivasi; ada yang bermot}vam kedaeraha és unml;
kepsntiugan ekonomi lokal, kepentingan elit loka(llldlll.d Prozia .

Nemiaili ia” selesal. Proses menjadi Indone
"Menjadi Indonesia” belum se . :
me‘:'n‘g)utuhkan proses dialektika antar berbagai elemen.

i I ||al Kll! 1dr| {||| |'|,H Itayﬂl{lallml ila!l jadi IIiI EkSiStenSi Esldm dlBum[Nusﬂﬂl‘am,
i v in Hi Gﬂusaf, Me“]adil onesia, ]3Abad :
MI‘ an Jaka[ta 2‘006‘ I_ih&tjuga ia ak[tn I Sl] |hﬂ|ﬂ ' !\ilEn}adl |nd0IIESIa‘| en. {0||||]aS_. Jakaltﬂ, 20{)6
1zan, ' d 1
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Belum matangnya proses pelembagaan politik di Indonesia juga
dapat dilihat dari cairnya berbagai bentuk koalisi yang pernah terjadi
dalam rezim yang pernah berkuasa setelah reformasi tahun 1999.
Pengalaman tiga kali Pemilu pasca reformasi tahun 1999 yang diikuti
oleh terbentuknya kabinet hasil koalisi menunjukkan terjadinya ben-
tuk koalisi yang terbelah antara koalisi di kabinet dengan koalisi di
parlemen. Sering kali terjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah
hasil koalisi tidak diikuti dukungan politik oleh partai pendukung
koalisi yang ada di parlemen.

Di samping persoalan belum matangnya pelembagaan politik di

Indonesia, sistem politik nasional Indonesia mengalami suatu keadaan
yang disebut sebagai gejala "floating state”, atau “failur state”. Yakni
suatu kondisi dimana ada gap yang dalam antara struktur politik
Indonesia modern dengan kultur politik yang hidup di Indonesia.
Sebenarnya kemungkinan untuk terjadinya gap antara struktur politik
dan budaya politik juga terjadi pada negara-negara yang sudah terlebih
dahulu menerapkan sistem politik demokrasi, seperti juga halnya di
Inggris dan negara Amerika Serikat. Namun di dua negara yang sering
dijadikan icon bagi demokrasi ini dalam perjalannya akhirnya terjadi
proses harmonisasi serta proses pelembagaan politik secara bertahap.
Persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terkait
dengan masalah budaya politik dan struktur politik, juga adanya
kesenjangan antara strukiur politik yang ada dengan kebudayaan
politik yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan. Kesenjangan
antara political culture dan political structure sering sekali terjadi
pada masyarakat Indonesia dan bertambah kompleks, masyarakat
Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi."

C. Beberapa Perspektif tentang Political Education
Penegasan tentang urgensi pendidikan politik (political education}
antara lain disampaikan oleh Amy Gutmann'
“ __we can conclode that political education -- the cultivation
of the virtues, knowledge, and skills necessary for political
participation--has moral primacy over others pusposes of public
education in a democratic society. Political education prepares

11 Lihat, Chris Manning, Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Reformasi Sosial dan Krisis, LKiS, Yogyakarta,

tahun 2000.
12 Lihat Amy Gutmann, Democratic Education, Princeton University Press, Princeton New lersy, 1999: 287-291.
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cifizens to participate in consciously reproducing their society and ) ot I
question basic assumptions of their p

conscious social reproduction is the ideal not only of democratic
education but also of democratic politics”

answers”.

Adapun tentang berbagai perspektif tentang political education
dan political socialization dari para sarjana yang memberikay
perhatian pada bidang pendidikan politik kiranya dapat diikuti dalum
uraian berikut ini.

Term political socialization dan political education menupyl
pandangan John J. Patrick, adalah mer

upakan term yang berheda,
Menurut John J. Patrick:

habits, and values relevant to the political system of their society
and who transmit these norms fo Jfuture generations™?

Pendapat lainnya, Ben Rosemond:
“political socialization as the process or the set of processes,

through which people learn about politics and acquire political

values. There is much dispute about which processes are significant

and about when in the life cycle the most important socialisation
takes place”

Sementara itu sarjana lain, Bay, menyatakan bahwa political
educatioan lebih luas daripada political socialization, lebih lanjut dia
menyatakan “as with all education, political scienc
aim at liberating the student Jrom the blinders of the convensional
wisdom, from political totems and taboos, so that may make the
basic choice of how to live and of political ideals as an independent
person with optimal critical powers,”

Sedangkan menurut Pranger, menyatakan bahwa “g broad

political education emphasizes the artificiality of political order
and the citizen as creative actor within this orde

er”. Pandangan yang
senada dikemukakan oleh Entwistle, ia berpendapat bahwa “political

e education must

" Lihat Stanley Allen Renshon, Handbooks of Political Socialization Theory and Research, The Free Press a division
of Macmillan Publishing Co, Inc. London, 1977, hal, 191.

" Lihat Ben Rosamend, Politics: an Introduction Second Edition, Routledge: London, 2002, hal. 58,
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e 191'?1:: ;l)gflﬁapat Freed I. Greenstein, studi tr?n'tang pohnf:;:i
'I:I'en;on memiliki tempat dalam studi ilmu poht.:k di Amer;eh
S0m’f:altzasej::11( tahun 1968. Dari pelacakan yang d]]akuk]::::nraoam
o tein di kalangan para sarjana ilmu pc?ht}k tf:rdapat e fn :
i t tentang definisi dari political Siclahza_non. I\TIt?nurIu'ﬁ c}; :
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paling
Somhzan;‘;:é study of Children’s political socialization orier;.tc.mc;r;st;!z;
1- - - - - I3 nca
] lization as “the poli
e the study of political socia ! i
S;ﬁghﬂdren.’Nevertheless, just as “anthropology h1s u;zalfg{
defined formally in abstract intelectual terms (as tne j fan
“soct ) but tends informally to me
“ ” or of “social structure”) bu eads: y to m
“i}it:zdy of{tonliterate populations.” Politycal socializations
LS - e-
also has a mundane operational definition; the”study of pr
adult orientations to the adult politycal process.
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buhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, kemampuan
berpartisipasi politik secara aktif dalam ikut memecahkan persoalan-

persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi

yang memungkinkan, dan yang mengantarkan kepada perubahan

menuju yang lebih baik."”

D. Pendidikan Politik dan Reformasi Sistem Politik Nasional
Berbicara tentang eksistensi pendidikan politik di Indonesia, yang
diselengarakan secara formal malalui Pendidikan Kewarganegaraan,
sebenarnya secara yuridis telah memiliki landasan yang kuat. Hal ter-
sebut dikarenakan amanat untuk mengadakan pendidikan politik (PKn)
sudah dituangkan dalam kesepakatan politik yang dibuat oleh DPR dan
pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, khususnya pada
Bab X pasal 37, antara lain dinyatakan bahwa, kurikulum pendidikan
dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan.'
Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang ini, maksud
diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air.

Jika eksistensi PKn hanya dilihat dari sisiadanya dasar hukum bagi
diselenggarakannya mata pelajaran, memang dapat dinyatakan bahwa
keberlangsungan PKN di Indonesia sudah terjamin, minimal untuk
beberapa tahun kedepan. Tetapi pengalaman memberikan pelajaran
bahwa “daya hidup” PKn itu serta “prospeknya” tidak cukup hanya
bermodalkan memiliki landasan yuridis bagi penyelenggaraannya.
Untuk menopang eksistensi PKn, di dalamnya dibutuhkan adanya
independensi dari intervensi rezim yang berkuasa, materi yang standar,
model pembelajaran yang kontekstual serta hadirnya kehidupan
politik yang demokratis. Dengan rumusan lain, dapat dinyatakan
bahwa keberhasilan PKn tidak dapat berdiri sendiri, terkait dengan

ssitem pendidikan nasional serta sistem politik yang berlaku.
Eksistensi dan prospek PKn di Indonesia meminjam perpsektif

7| jhat juga Utsman Abdul Muiz, Tarbiyah Siyasah ‘Inda Jama'ah Al Ikhwan Al Musli,min, terjemah, Pendidikan

Politik lciwanul Muslimin. Penerbit Intermedia: Solo, 2000, hal. 87.
& |ihat Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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